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WALI KOTA LUBUKLINGGAU

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALI KOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR 37 TAHUN 2021

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang

Mengingat

5. Undang-Undang Nomor 25

TAHUN ANGGARAN 2021
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA LUBUKLINGGAU,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 11 Peraturan
Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu
ditetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pcmbentuka\.n
Daerah Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembar Negara

Republik Indonesia Nomor 4114);

2.  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor
4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ~ tentang

Perbendaharaan Negara
Indonesia Tahun 2004 No
Negara Republik Indonesia Non

Perencanaan Pembangunan
Republik Indonesia Tahun
Lembaran Negara Republik In.
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9.

10.

3 18

12.

13.

14.

Uniclang Undang Nomaor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan  Keuangan  Antara  Pemerintah  Pusat  dan
Pemerintah  Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tauhun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang Undang  Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daeranh dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) schagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4028);

Peraturan Pemerintan Nomor 23 Tahun 2005 tqntang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana
telah  diubah  dengan Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang
Petubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang
laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada
Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Kepala Daerah Kepada Dewan  Perwakilan Rakyat
Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran
Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tar
Negara Republik Indonesia Nomor 4693

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tal
Cara Pelaksanaan Tugas dan Wew
keuangan Gubernur Sebagai Wakil
provinsi Sumatera Selatan;

Peraturan Pemerintah Nomor 71
Standar Akuntansi Pemerintal
Republik Indonesia Tahun2010
Lembaran Negara Republik Indon
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15.

16.

17,

18.

19,

20.

21,

22,

23.

24.

25.

Peraturan Pemerintah Nomor
Pembinaan dan Pengawasan Pe
Daerah (Lembaran Negara Repub
Nomor 73,Tambahan Lembaran
nomor 6041);

12 Tahun 2017 tentang
nyelenggaraan Pemerintah
lik Indonesia Tahun 2017
Negara Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012
Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional
(berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang  Klasifikasi,  Kodefikasi, dan Nomenklat_ur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447)

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (berita negara
Republik Indonesia Tahun 2021

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
Rancangan Peraturan daerah tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan
Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala
Daerah tentang Penjabaran Perubahan 2

dan Belanja Daerah (Berita Negara
Tahun 2021 Nomor 431);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nom
Hasil Verifikasi dan Validasi Pem
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanas
Keuangan Daerah

Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau
tentang Rencana Pembangunan Jan

Tahun 2018 - 2023 (Lembaran Da.em@
Tahun 2019 Nomor 4)

Dipindai dengan CamScanner



26. Peraturan Daerah Kota Lubuklin

tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota
Lubuklinggau Tahun 2021 Nomor 0);

ggau Nomor 6 Tahun 2021

27. Peraturan Wali Kota Nomor 31 tahun 2021 tentang Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Tahun 2021 (Berita
Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2021 Nomor 31);

MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA LUBUKLINGGAU TENTANG PENJABARAN
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2021.
Pasal 1
Dalam Peraturan Wali kota ini yang dimaksud dengan :
Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2021 semula sebesar
Rp. 1.158.890.120‘295,00 bertambah / (berkurang) sebesar Rp. 62.874.606.870,00
sehingga menjadi Rp. 1,221,764,727,165.00, dengan rincian sebagai berikut :

1 Pendapatan Daerah

a. Semula Rp. 961,390,120,295.00
b. Bertambah/ Rp. 58,228,341,172.00
(Berkurang)

Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan Rp. 1,019,618,461,467.00

2 Belanja Daerah Rp.
a. Semula Rp. 1,158,890,120,295.00
b. Bertambah/ Rp. 62,874,606,870.00
(Berkurang)
Jumlah belanja daerah setelah perubahan Rp. 1,221,764,727,165.00

3 Pembiayaan Daerah
a. Penerimaan pembiayaan

1) Semula Rp. 200,500,000,000.00
2) Bertambah/ Rp. 1,646,265,698.00
(Berkurang)
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah Rp. 202,
perubahan i

b. Pengeluaran pembiayaan

1) Semula Rp. 3,000,000,000.00

2) Bertambah/ Rp. (3.000,000,000.00)
(Berkurang)

Jumlah pengeluaran pembiayaan

setelah perubahan

Jumlah pembiayaan Netto setelah perubahan  F
Sisa Lebth Pembiayaan Anggaran Tahu 4
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Pasal 3

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD Yang Diklasifikasi
Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan,

Belanja, dan Pembiayaan;
Penjabaran Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan

Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan,
Rincian Objek, Pendapatan,

2. Lampiran II
Daerah,
Kelompok, Jenis, Objek,

Belanja, dan Pembiayaan;

3. Lampiran Il  Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;

4. Lampiran IV  Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan
Sosial;

Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi

5. Lampiran V
Bantuan Keuangan Bersifat Umum yang Diterima Serta SKPD

Pemberi Bantuan Keuangan;

6. Lampiran VI  Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Perubahan
Alokasi Belanja Bagi hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah

Kota;

Pasal 4

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 5

Pelaksanaan penjabaran Perubahan APBD yang dite
dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksana
perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang
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Pasal 6
Peraturan Wali Kota Lubuklinggau ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal , | Novempe~ 2021

WALI KOTA|LUBUKLINGGAU,

H. 8:N. P A PUTRA SOHE

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal , [ November 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU,
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